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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBIAYAAN
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem
dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan,
memanfaatkan, membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan
pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

2. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

3. Sumber Pembiayaan adalah segala sumber pendanaan baik yang
berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, badan usaha maupun masyarakat yang diperoleh
dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga
negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan
untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan, Petani, kelompok
tani, gabungan kelompok tani, atau badan usaha baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
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10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bupati/walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
kabupaten/kota.

11. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pertanian.

Pasal 2

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
bertujuan untuk menjamin ketersediaan Pembiayaan Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pelaku Usaha.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi kegiatan
yang dibiayai, sumber dan bentuk Pembiayaan, serta penyelenggaraan
Pembiayaan.

BAB II

KEGIATAN YANG DIBIAYAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
mengalokasikan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan berdasarkan tugas dan kewenangannya.

(2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dibiayai meliputi:

a. perencanaan dan penetapan;

b. pengembangan;

c. penelitian;

d. pemanfaatan;

e. pembinaan;

f. pengendalian;

g. pengawasan;

h. sistem informasi; dan

i. perlindungan dan pemberdayaan Petani.
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Bagian Kedua

Perencanaan dan Penetapan

Pasal 6

(1) Pembiayaan perencanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
penyelenggaraan:

a. inventarisasi;

b. identifikasi; dan

c. verifikasi.

Pasal 7

(1) Pembiayaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi Pembiayaan kegiatan pendataan
pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas
tanah pertanian pangan dan lahan cadangan.

(2) Pembiayaan kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi Pembiayaan kegiatan identifikasi luas
terhadap tanah pertanian pangan dan lahan cadangan berdasarkan
hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai
dengan kriteria lahan dan lahan cadangan pertanian pangan
berkelanjutan.

(3) Pembiayaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf c meliputi Pembiayaan kegiatan verifikasi untuk
menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

Pasal 8

Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
sampai dengan ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Pengembangan

Pasal 9

(1) Pembiayaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
penyelenggaraan:
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a. intensifikasi; dan

b. ekstensifikasi.

Pasal 10

(1) Kegiatan pengembangan intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) huruf a yang dibiayai meliputi:

a. peningkatan kesuburan tanah;

b. peningkatan kualitas dan penyediaan benih/bibit;

c. pendiversifikasian tanaman pangan;

d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;

e. pengembangan irigasi;

f. pemanfaatan teknologi pertanian;

g. pengembangan inovasi pertanian;

h. penyuluhan pertanian; dan/atau

i. jaminan akses permodalan.

(2) Kegiatan pengembangan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) huruf b yang dibiayai meliputi:

a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan; dan

c. pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan menjadi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 11

(1) Pembiayaan kegiatan pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan tanggung jawab
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan jenis dan besaran Pembiayaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penelitian

Pasal 12

Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c dilakukan pada lahan pertanian pangan dan lahan cadangan
untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
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